Y,

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama,;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4421);

Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indones:a Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retnbus1 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 5049), =

Undang-Undang Nomior 5 'l‘ahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor. 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik: Indonesm NOmor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2010
tentang - Perubahan ‘Atas Peraturan 'Pemerintah Nomor 56
Tahun - 2005 tentang Slstem Informas: Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2005 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5155);

17.Peraturan Pemenntah Nomor ‘58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indones:a Tahun 2005 Nomor ‘140, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesra Nomor 457 8),

18. Peratura.n Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Klneqa Instans1 Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndones1a Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran’ Negara Repubhk lndonesm Nomor 4614);

19. Peraturan Pemenntah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);
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22, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $533);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224),

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), S

26. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman . Pengelolaan Keuangan ‘Daerah sebagaimana telah
dlubah terakhu' dengan Peratura.n Menten Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah -

27. Peraturan Menteri’ Dalam. Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembenan' H1bah dan ‘Bantuan Sosial Yang
Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Benta Negara Repubhk Indonesxa ‘Tahun 2011 Nomor 450)
sebaganmana telah chubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan’ KetIga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten
Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);

Peraturan Daerah ‘Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 4), sebagaxmana telah dmbah beberapa kali terakhir
dengan’ Peraturan Daerah Nomor ‘1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2010 tentang""Retnbum Golongan Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok - Timur Tahun 2018 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor
1); : , o

Peraturan"< -Daerah ‘Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa Usaha (Lethbaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 6},

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupatcn Lombok Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4};
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Timur Tahun Anggaran 2019 sebagal benkut

a. Pendapatan R . Rp2.748.122.829.484,-
b. Belanja = . . " Rp2.775.117.284.484,-
Surplus: (deﬁsit) ) St (Rp26.994.455.000,-)
c. Pemblayaan Daerah - b
1. Penerimaan. Y1) Rp30.994.455.000,-
2. Pengeluaran i;‘; lee.l00 0 Rp4.000.000.000,-
Pemblayaan Netto T f” Rp26.994.455.000,-
Sisa’ Leb1h Pemblayaan Anggaran
tahun berkéhaan AN RpO,-
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagannana ‘dimaksud dalam Pasal 1
huruf a terdiri dari: '
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp294.930.638.246,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.907.390.895.692,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah sejumlah Rp545.801.295.546,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp64.322.344.080,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp48.925.990.087,-
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp22.436.841.912,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah sejumlah Rp159.245.462.167,-
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Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp110.848.281.692,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp1.189.314.927.000,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumiah Rp607.227.687.000,-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp137.941.297.000,-
b. Dana Darurat sejumlah RpO,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp91.056.510.546,-
d. Dana Penyesuaian (Dana Desa) Rp316.803.488.000,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah lainnya sejumlah RpO,-
~-Pasal 3

Belanja Daerah sebagaumana dlmaksud dalam Pasal 1 huruf b
terdiri darl -

a. Belanja Tldak Langsung Se_]umlah Rp1.597.717.800.989,-
b. Belan_]a Langsung sejumlah . Rpl.177.399.483.495,-
Belanja Tldak Langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdm dari Jems belan_]a

a. Belanja Pegawai sejumlah - " .Rpl1.055.349.562.503,-
b. Belanja Bunga segjumlah = . Rp O,-
c. Belanja Subsidi sejumlah - Rp O,-
d. Belanja Hibah sejumlah .~ - Rp57.404.900.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp29.936.200.000,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah. ©  Rpl1.324.833.417,-
g. Belanja Bantuan Keuangan |

sejumlah . ~. +  Rp438.702.305.069,-
h. Belanja tidak terduga seJumlah Rp5.000.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp81.640.121.920,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp612.560.177.733,-

c. Belanja Modal Rp483.199.183.842,-
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf ¢ terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp30.994.455.000,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp4.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp30.994.455.000,-
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Pencairan Dana Cadangan sejumlah RpO,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah RpO,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah RpO,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah RpO,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah RpO,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah RpO,-
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah sejumlah Rp4.000.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah RpO,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah RpO,-
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I . Ringkasan APBD;

b. Lampiran II : Ringkasan @ APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan  Perangkat
Daerah;

c. LampiranIll : Rincian APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. LampiranIV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan;

e. Lampiran V :  Rekapitulasi  Belanja Daerah  untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan,

g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

i. LampiranIX : Dalftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

j. LampiranX : Daftar Perkiraan = Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah lainnya;

k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini;

1. Lampiran Xl : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
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m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 28 Desember 2018
/4 BUPATI LOMBOK TIMUR,
<

Mg/

/
QM. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT : 95/2018

PARAF KOORDINASIL
Asisten/I/II/I1I

Kabag Hukum L.
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